







Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai kewenangan untuk 
melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat 
dengan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat 
tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan 
investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau 
menyalahgunakan izin. 
2. Edukasi sudah dilaksanakan melalui sosialisasi dan sharing 
knowledge (koordinasi) tetapi belum menyentuh sebagian besar 
subyek yang mempunyai potensi untuk berinvestasi kepada lembaga 
keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya 
manusia masih rendah seperti para petani, nelayan serta para ibu 
rumah tangga yang berada di kabupaten-kabupaten sehingga edukasi 
yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran. 
B. Saran 
1. Agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan hukum yang lebih 
tinggi untuk Satgas Waspada Investasi tentang penanganan dugaan 





pengelolaan investasi karena saat ini yang menjadi dasar bagi Satgas 
Waspada Investasi adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa 
kementrian dan lembaga pemerintahan. 
2. Satgas Waspada Investasi di provinsi yang masih bel um dibentuk atau 
masih dalam proses pembentukan agar dipercepat pementukannya 
mengingat banyaknya kasus investasi ilegal yang berkembang di 
masyarakat. 
3. Terbentuknya OJK, fungsi, tugas serta wewenangnya harus lebih 
sering disosialisasikan kepada masyarakat. 
4. OJK harus lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat 
khususnya masyarakat yang konvensional karena investasi ilegal mulai 
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